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Abstract
Shifting Individual possession which has been died (heir) to whom live (heirs) in Islamic law is called Faraid, as a part of religion law, Islamic inheritance law is arranged in Al Quran and Hadits. Inheritance law relates to the wealth which is not given regulations, terms, or detail of parts can lead them to dispute easily. The aim of this thesis is to answers the problems related to validity of shifting possession of land inheritance in Islamic law and consequence of shifting law of land possession due to inheritance in Islamic law. Research method used in this research is normative law with statue approach, conceptual approach, and case study.
Result of discussion in this thesis shows that shifting of land possession due to inheritance in Islamic law consist of calculation and separation. Those must be appropriated with the number of heirs of the heirs that still exist. Validity of shifting land possession due to inheritance in Islamic law will have consequence that straight equal to the heir acquisitions. Thus, if land possession acquisition is not appropriate to the procedures, so land certificate is stated aborted in case of law and considered as non-existence. It means that old certificate must be valid which is published before died of the heir. new certificate is not valid and withdrawn from circulation. Thus, the early purpose of registering the shifting possession of land certificate is able to redirected to give safe feeling and law certainty so there is no harmed or loss party.    
Keywords: shifting possessions, land certificate, heirs. 
Abstrak
Peralihan hak milik seseorang yang telah meninggal (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris) di dalam hukum Islam disebut Faraid. Sebagai bagian dari hukum Agama, hukum kewarisan Islam diatur dalam Al Quran dan Hadits. Hukum Kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak diberikan aturan, ketentuan-ketentuan atau bahkan rincian bagiannya akan sangat mudah menimbulkan sengketa. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk menjawab permasalahan terkait dengan keabsahan beralihnya hak milik atas tanah akibat pewarisan dalam hukum Islam dan Akibat Hukum beralihnya hak milik atas tanah akibat pewarisan dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan studi kasus (case study).
Hasil pembahasan dalam tesis ini menunjukkan bahwa beralihnya hak milik atas tanah akibat pewarisan dalam hukum Islam terdapat perhitungan dalam pembagiannya. Hal tersebut haruslah disesuaikan dengan jumlah ahli waris dari pewaris yang masih ada. Keabsahan beralihnya hak milik atas tanah akibat pewarisan dalam hukum Islam akan memiliki konsekuensi yang berbanding lurus dengan perolehan hak warisnya. Dengan demikian apabila perolehan hak milik atas tanah tidak sesuai dengan prosedur maka sertipikat dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Artinya tetap diberlakukan sertipikat lama yang diterbitkan sebelum sepeninggal pewaris. Sertipikat yang baru tidak berlaku dan ditarik dari peredaran. Dengan demikian maka tujuan awal dari pendaftaran peralihan sertipikat tanah dapat diarahkan kembali untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
Kata Kunci : peralihan hak milik, sertipikat tanah, ahli waris

Pendahuluan
Tanah sebagai bagian dari bumi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA) yakni atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Merujuk pada Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut dengan PP Pendaftaran Tanah) dijelaskan bahwa Bidang Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.
Peralihan hak atas tanah dapat dimaknai sebagai beralihnya atau berpindahnya hak kepemilikan sebidang tanah atau beberapa bidang tanah dari pemilik semula kepada pemilik yang baru karena sesuatu atau perbuatan hukum tertentu. Perbuatan hukum pemindahan hak bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain untuk selama-lamanya (dalam hal ini subjek hukumnya memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah).[footnoteRef:1] [1:         Irene Eka Sihombing, Segi-Segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Jakarta : Universitas Trisakti, 2005, h.56.] 

Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hukum pemindahan hak. Pewarisan tanpa wasiat dapat dimaknai sebagai berpindahnya hak atas tanah dari pemegang haknya kepada pihak lain karena pemegang haknya meninggal dunia atau melalui pewarisan.[footnoteRef:2] Pengertian beralih menunjuk pada berpindahnya hak milik kepada pihak lain karena pemiliknya meninggal dunia. Peralihan hak milik karena pewarisan terjadi karena hukum, artinya dengan meninggalnya pemilik tanah, maka ahli warisnya memperoleh hak miliknya itu menurut hukum sejak ia meninggal dunia. Dalam hal ini maka pihak yang memperoleh hak harus memenuhi syarat sebagai pemegang (subjek) hak atas tanah yang menjadi objek pewarisan.[footnoteRef:3] [2:         Urip Santoso, Op.Cit, h.398]  [3:         Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta : Djambatan, 2003, h.34] 

Perbuatan hukum pemindahan hak dapat dimaknai dengan berpindahnya hak atas tanah kepada pihak lain karena suatu perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak lain tersebut memperoleh hak. Perbuatan hukum yang dimaksud dapat berupa jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan, pemberian dengan wasiat, lelang. Dengan dialihkan/pemindahan hak, pihak yang mengalihkan/memindahkan hak harus berhak dan berwenang memindahkan hak, sedangkan bagi pihak yang memperoleh hak harus memenuhi syarat sebagai pemegang (subjek) hak atas tanah yang menjadi objek pemindahan hak.[footnoteRef:4] [4:         Urip Santoso, Op.Cit, h.399] 

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.[footnoteRef:5] Pengertian waris timbul karena adanya peristiwa kematian yang terjadi pada seorang anggota keluarga yang memiliki harta kekayaan. Yang menjadi pokok persoalan aalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing sebagaimana terdapat dalam psal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI). [5:        Mukhsinun Sholeh, Hukum Waris Islam, Kementerian Pendidikan Nasional : Universitas Jenderal Soedirman, h.7 ] 

Hal tersebut berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum waris, diantaranya: adanya subjek hukum waris yaitu pewaris, ahli waris, dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat. Unsur kedua adalah peristiwa hukum waris yaitu meninggalnya pewaris. Unsur ketiga adalah hubungan hukum yaitu mengenai hak dan kewajiban ahli waris. Unsur keempat merupakan objek hukum waris yaitu harta warisan peninggalan almarhum.[footnoteRef:6] [6:         R. Subekti dan Tjitrosoedibio, Loc.Cit] 

Mencermati uraian tersebut di atas, maka diperlukan kajian hukum untuk memahami keabsahan beralihnya hak milik atas tanah akibat pewarisan dalam hukum Islam serta akibat hukum beralihnya hak milik atas tanah akibat pewarisan dalam hukum Islam.
Peralihan hak atas tanah atau Hak Milik dari pemegang haknya kepada pihak lain dapat terjadi karena peristiwa hukum yaitu meninggal dunianya pemegang hak atas tanah atau Hak Milik. Disini peralihan haknya terjadi melalui pewarisan atau karena suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah atau Hak Milik dengan pihak lain yakni berupa jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan, lelang. Yang dimaksud pewarisan hak adalah berpindahnya hak atas tanah atau Hak Milik dari pemegang haknya sebagai pewaris kepada pihak lain sebagai ahli waris karena pemegang haknya meninggal dunia. Dengan meninggal dunianya pemegang hak atas tanah atau Hak Milik, maka hak tersebut berpindah kepada ahli warisnya.[footnoteRef:7] [7:         Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta, Kencana, 2011, h.398.] 

Jika seseorang meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan berupa hak atas tanah atau Hak Milik, maka harta warisan tersebut jatuh kepada ahli warisnya. Jatuhnya harta warisan dari pemegang hak atas tanah kepada ahli waris bukan karena suatu perbuatan hukum, melainkan karena peristiwa hukum.[footnoteRef:8] [8:         Ibid.] 

Pewarisan yang dimaksud adalah pewarisan hak atas tanah. Dalam praktik disebut pewarisan tanah. Secara yuridis, yang diwariskan adalah hak atas tanah bukan tanahnya. Memang benar bahwa tujuan pewarisan hak atas tanah adalah supaya ahli warisnya dapat secara sah menguasai dan menggunakan tanah atau satuan rumah susun yang bersangkutan. Dalam perkembangannya, yang diwariskan tidak hanya berupa hak atas tanah, tetapi juga Hak Milik.[footnoteRef:9] [9:         Ibid, h.397] 

Akibat Hukum Menurut Hukum Islam
Akibat hukum dapat diartikan sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum. Sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum yang dapat berupa:[footnoteRef:10] [10:         Anonim.] 

a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun;
b. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Pencuri yang diberi sanksi karena telah mengambil milik orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.
Jadi, perbuatan hukum dapat dimaknai sebagai suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.
Dalam Hukum Administrasi dijelaskan bahwa suatu ketetapan tidak sah akan berakibat batal ketetapan tersebut, dapat dibedakan 2 (dua) jenis pembatalan suatu ketetapan tidak sah yaitu:[footnoteRef:11] [11:         Philipus M. Hadjon, Loc.Cit.] 

a) Pertama ketetapan yang batal karena hukum (nietigheid van rechtswege);
b) Kedua ketetapan yang dapat dibatalkan (vernietigbaar).
Keputusan yang batal demi hukum adalah suatu ketetapan yang isinya menetapkan adanya akibat suatu perbuatan itu untuk sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada, tanpa diperlukan keputusan pengadilan atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menyatakan batalnya ketetapan tersebut, jadi ketetapan itu batal sejak dikeluarkan. Bagi hukum dianggap tidak ada (dihapus) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintah lain yang berkompeten untuk menyatakan batalnya sebagian atau seluruhnya. Menurut pendapat Utrech bahwa batal karena hukum suatu ketetapan tidak secara otomatis artinya diperlukan suatu tindakan pembatalan dari Pengadilan maupun Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Selanjutnya suatu ketetapan yang Batal (nietig) merupakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan yang berakibat suatu perbuatan dianggap tidak pernah ada yang disebut juga sebagai Absoluut nietig. Selanjutnya pengertian dapat dibatalkan (vernietigbaar) merupakan suatu tindakan atau perbuatan hukum Badan atau Tata Usaha Negara yang dalam pengertian dapat dibatalkan karena diketahui perbuatan itu mengandung kekurangan. Perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau oleh suatu badan pemerintah lain yang berkompeten. Pembatalan diadakan karena perbuatan tersebut mengandung suatu kekurangan. Bagi hukum perbuatan tersebut ada sampai waktu pembatalannya, menjadi sah (terkecuali dalam hal undang-undang menyebut beberapa bagian akibat itu tidak sah). Setelah pembatalan maka perbuatan itu tidak ada dan bila mungkin diusahakan supaya akibat yang telah terjadi itu semuanya atau sebagiannya hapus.
Sesuai dengan konsep ajaran hukum dan ketentuan pertanahan, Keputusan Tata Usaha Negara merupakan sumber hukum dan alat bukti dari lahirnya sertipikat hak atas tanah yang berkarakter yang bersifat Konstitutif, dengan demikian maka bilamana terjadi persengketaan berkaitan dengan kepemilikan hak atas masuk dalam kompetensi absolut dari pengadilan tata usaha negara yang mana alat bukti keputusan Tata Usaha Negara tersebut terbitnya yang berkaitan dengan adanya cacat dalam aspek wewenang, prosedur dan substansi yang menjadi titik tolak dalam beracara dan tuntutan pembatalannya. Berbeda dengan sertipikat hak atas tanah yang berkarakter yuridis yang bersifat deklaratif, sesuai dengan sumber dasar hak kepemilikan atas tanah yang eksistensinya diakui oleh negara sehingga dalam proses persengketaan hukumnya berada diwilayah Peradilan umum, dimana bukti perolehan kepemilikan keperdataan dan obyek gugatannya yang ditimbulkan berkaitan dengan keabsahan dari aspek kesepakatan, kecakapan, obyek dan kausa tertentu yang menjadi dasar gugatan dan proses pembuktian di peradilan umum tersebut.
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A. Peralihan Hak Milik Atas Tanah karena Warisan
Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.[footnoteRef:12] Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan. Kiranya akan lebih jelas apabila kita memperhatikan rumusan hukum waris yang diberikan oleh Pitlo di bawah ini, rumusan tersebut menggambarkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari kenyataan, yaitu Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.[footnoteRef:13] [12:         Mukhsinun Sholeh, Op.Cit, h.7]  [13:         Badriyah Harun, Panduan Praktis Pembagian Waris, Pustaka Yustitia, Yogjakarta, 2010, h.59.] 

Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:
1. Ada seseorang yang meninggal dunia;
2. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.
Salah satu sebab berakhirnya kepemilikan seseorang atas tanah adalah karena kematian. Dengan adanya peristiwa hukum ini mengakibatkan adanya peralihan harta kekayaan dari orang yang meninggal, baik harta kekayaan material maupun immaterial kepada ahli waris orang yeng meninggal tersebut. Dengan meninggalnya seseorang ini maka akan ada pewaris, ahli waris dan harta kekayaan.
Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak atas harta kekayaan dari orang meninggal dan harta kekayaan yang ditinggalkan bisa immaterial maupun material, harta kekayaan material antara lain tanah, rumah ataupun benda lainnya. Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut.[footnoteRef:14] [14:         Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h.38.] 

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Pewarisan Hak Milik atas tanah tetap harus berlandaskan pada ketentuan UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan hukum  Pertanahan di Indonesia memiliki aturan tersendiri dalam prosedurnya. Penerima peralihan Hak Milik atas tanah atau pemegang Hak Milik atas tanah yang baru haruslah berkewarganegaraan Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UUPA dan Pasal 21 ayat (1) UUPA bahwa warga Negara Indonesia tunggal saja yang dapat mempunyai Hak Milik, dengan tidak membedakan kesempatan antara laki–laki dan wanita yang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
Dalam Hukum Waris mengandung asas kematian, yaitu apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah yang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan. Peralihan hak dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada sekalian ahli warisnya, terjadi secara sendiri atau otomatis, tanpa dibutuhkan tindakan tertentu dari ahli waris.
Menurut Ketentuan PP Pendaftaran Tanah, yang berhak menerima warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak meninggalnya orang yang semula mempunyai Hak Milik tersebut dengan tidak melanggar ketentuan bahwa menerima Hak Milik atas tanah harus sesuai dengan Pasal 21 UUPA.
Pengalihan hak atas tanah, yang dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Dengan demikian berarti setiap pengalihan Hak Milik atas tanah yang dilakukan dalam bentuk jual beli, tukar menukar atau hibah harus dibuat di hadapan PPAT.
Dikarenakan dalam kasus peralihan hak milik sertipikat tanah waris yang dilakukan oleh F tidak sebagaimana mestinya maka seharusnya sertipikat tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, dinyatakan tidak berlaku serta ditarik dari peredaran. Hal tersebut dikarenakan objek sengketa (T) merupakan harta bersama yang dimiliki oleh N dan U selama perkawinannya, sehingga yang berhak menerima T adalah ahli waris dari perkawinan N dan U (dalam hal ini adala A-E). Tetapi fakta yang terjadi, sertipikat tanah tersebut dapat dengan mudah dibalik namakan oleh F. Sedangkan prosedur untuk balik nama sebagaimana dijelaskan dalam UUPA adalah mengenai syarat formal yang harus dilengkapi, diantaranya:
a. Sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik atas nama pewaris, atau apabila mengenai tanah belum terdaftar, bukti pemilikan berupa selain sertipikat misalnya petuk pajak bumi, pajak hasil bumi, verponding Indonesia, kutipan letter c;
b. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikatyang bersangkutan dari Kepala Desa/Kelurahan tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi yang berwenang;
c. Surat tanda bukti sebagai ahli waris. Hal ini yang dapat menjadi ganjalan atau dasar gugatan bagi A-E untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Apabila F menyatakan sebagai ahli waris dari N, maka tidak seharusnya menghilangkan asal-usul kelima anak N dari perkawinan sebelumnya. Menjadikan adanya indikasi mengenai itikad tidak baik yang dilakukan F terhadap A-E karena F kemudian mengambil alih harta bersama milik N dan U yang seharusnya diwariskan kepada A-E.
Simpulan
	Beralihnya hak milik atas tanah akibat pewarisan dalam Hukum Islam memiliki perhitungan sesuai dengan ketentuan agama. Peralihan hak milik atas sertipikat tanah yang dilakukan oleh seorang ahli waris tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya sehingga dengan sengaja menghilangkan asal-usul dan/atau jumlah ahli waris yang ada dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum yang tidak dibenarkan secara prosedural serta tidak dibenarkan dari segi agama.
	Keabsahan beralihnya hak milik atas tanah akibat pewarisan dalam hukum Islam akan memiliki konsekuensi yang berbanding lurus dengan perolehan hak warisnya. Dengan demikian apabila perolehan hak milik atas tanah tidak sesuai dengan prosedur maka sertipikat dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Artinya tetap diberlakukan sertipikat lama yang diterbitkan sebelum sepeninggal pewaris. Sertipikat yang baru tidak berlaku dan dapat ditarik dari peredaran. Dengan demikian maka tujuan awal dari pendaftaran peralihan sertipikat tanah dapat diarahkan kembali untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
DAFTAR PUSTAKA
Literatur
Ahlan, Surini. 1982. Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ahmad, Abdullah dkk. 1996. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Gema Isnani Press.

Ali, Mohammad Daud. 2001. Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Pers.

Anshori, Abdul Ghofur. 2012. Hukum Kewarisan di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas. Yogjakarta: Gajah Mada University Press.

Black, Henry Campbell. 1990. Black’s Law Dictionary. St. Paul-Minnesota: West Publishing Co.

Bosu, Beni. 1997. Perkembangan Terbaru Sertipikat(Tanah, Tanggungan, dan Condominium). Jakarta: Mediatama Saptakarya.

Chomzah, Ali Achmad. 2002. Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II-SertipikatDan Permasalahannya. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Effendie, Bachtiar. 1993. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya. Bandung: Alumni.

Hadikusuma, Hilman. 1997. Hukum Kekerabatan Adat. Jakarta: Fajar Agung.

Hadjon, Philipus M. 1985. Pengertian-Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan. Surabaya: Copy Percetakan & Stensil Djumali.

                 1994. Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif). Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Hadjon, Philipus M. & Tatiek Sri Djatmiati. 2005. Argumentasi Hukum. Yogjakarta: Gajah Mada University Press.

Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.

Hernoko, Agus Yudha. 2010. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Prenadamedia.

Ibrahim, Johnny. 2005. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Cet 1. Malang: Bayumedia Publishing.

Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar. 2011. Hukum Waris. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.

Manan, Abdul. 2006. Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.

Mertokusumo, Sudikno. 1988. Hukum dan Politik Agraria. Jakarta : Karunika – Universitas Terbuka.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Cet 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Neumann Jr, Richard K. 2001. Legal Reasoning and Legal Writing (Structure, Strategy, an Style). New York: Aspen Law & Business.

Nurudin, Amir. 2000. Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Dari Fiqih, UU No. 1 tahun 1974 sampai KHI. Jakarta.

Parlindungan, A.P. 1991. Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung: Mandar Maju.

Poerwadarminta. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

Ramulyo, M. Idris. 1993. Perbandingan Pelaksanaan Kewarisan Islam dan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW). Jakarta: Sinar Grafika.

Rofiq, Ahmad. 2000. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ruchiyat, Eddy. 1995. Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA UU No.5 Tahun 1960. Bandung: Alumni.

Santoso, Urip. 2011. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Jakarta: Kencana.

Saramadi, A. Sukris. 1997. Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif. Jakarta: Rajawali Pers.

Shihab, Alwi.1998. Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia. Bandung: Mizan.

Sholeh, Mukhsinun. Hukum Waris Islam. Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Jenderal Soedirman.

Sihombing, Irene Eka. 2005. Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta: Universitas Trisakti.

Soehino. 2004. Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara. Bandung: Liberty.

Soemarjono, Maria S.W. 1982. Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria. Yogjakarta: Andi Offset

Soekanto, Soerjono. 1981. Pokok-Pokok Hukum Adat. Bandung: Alumni.

Soerodjo, Irawan. 2003. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia. Surabaya: Arkola.

Syaf, Mahyudin. 1976. Pelajaran Agama Fiqih. Bandung : Sulita.

Tamakarin. 1987. Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum. Bandung: Pionir.

Thalib, Sajuti. 1995. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Tjitrosoedibio dan R. Subekti. 2005. Kamus Hukum. Jakarta : Pradnya Paramita.
Watt, Robert. 2001. Concise Legal Reserach. 4th.ed., NSW: The Federation Press.



Skripsi, Tesis, Disertasi

Darussamin, Zikri. 2003 Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat: Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak. Disertasi. Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Yogjakarta.

Karani, Pasnelyza. 2006. Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUHPerdata. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.

Mintarno. 2006. Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender (Studi di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Kompilasi Hukum Islam

UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang Perubahan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696.

Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No.9/1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Milik Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Website

Cermati.com. Pada 24 Mei 2016. Dokumen Anda. Cara Lengkap Peralihan Hak Tanah dan Bangunan Berakta Jual Beli. http://www.cermati.com/artikel/cara-lengkap-peralihan-hak-tanah-dan-bangunan-berakta-jual-beli. Diakses tanggal 14 Juli 2017.

Seminar

Awang, Mohd Ridzuan., The Islamic Inheritance Law (Faraid): The Manifestation of Comprehensive Inheritance Management in Islam, working paper was presented at the National Convention of Faraid and Hibah 2008, organised by the Islamic Development Malaysia Departement (JAKIM) at the Multipurpose Hall of the Federal Territory Mosque, Kuala Lumpur on 7 August 2008, pg.10


Makalah
Hadjon, Philipus M. 1997. Pengkajian Ilmu Hukum. Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Pusat Penelitian Pengembangan Hukum – Lembaga Penelitian Universitas Airlangga bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya, 11-12 Juni 1997.

Jurnal
Komaruddin, “Beragam Norma Hukum Dalam Penerapan Waris,” Jurnal Al Risalah, No.13, Mei 2013

Marzuki, Peter Mahmud, “Penelitian Hukum”, Yuridika. Volume 16, No.2, Maret 2001

Sudaryanto, Agus., “Aspek Ontologi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22, No.3, Oktober 2010



15

